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Abstrak: Hukum Indonesia menyatakan bahwa ikrar talak 
harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang 
Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 
1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 
Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, sampai saat ini 
masih ada umat Islam Indonesia yang tidak percaya 
tentang keabsahan undang-undang dan dituangkan dalam 
perundang-undangan, bahkan mereka menganggap 
bertentangan dengan fiqh (hukum Islam). Oleh karena itu, 
diperlukan pembahasan terkait dengan hal tersebut melalui 
kembali kepada al-Qur’an (fain tanaza’tum fi syayin 
farudduhu ila Allah wa al-Rasul), melalui reinterpretasi 
dengan pendekatan kaidah tafsir atau kaidah usul al-fiqh. 
Berdasarkan penelitian ini, diketemukan (1) Keharusan 
adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di 
Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa’ 
(4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf wawu atf 
pada dalalat al-tartib (menunjukkan berurutan), bukan li 
mutlaq al-jam’i atau li al-ma’iyyah  (bersama-sama). Oleh 
karena itu, suami tidak boleh langsung mengunacapkan 
kata-kata kepada isterinya “anti taliq”, harus ada alasan 
dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam perceraian; (2) 
Putusan Mahkamah Nomor 59 K/Ag/1981 (sumber hukum 
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formil) yang mengharuskan ada saksi dalam pengucapan 
ikrar talak  adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal 
wa ashhidu dhaway adl dengan menempatkan kaidah 
pokok amar (perintah) pada wajib dan menggunakan marji 
(tempat kebali) bukan kepada lafal aw fariquhun, tetapi 
dikemalikan lafal fatalliquhun. Dalam hal wa ataf 
disamaka dengan kaidah syarat, sehingga berlaku 
syarat/ataf kembali kepada seluruh jumlah, tidak hanya 
pada jumlah (kalimat) yang terakhir; dan (3) Pelaksanaan 
ikrar talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan 
agama adalah sesuai dengan penerapan kaidah tafsir/usul 
a-fiqh pada kaidah ‘am, yaitu hadhf al-ma’mul yufid al-
‘umum (membuang ma’mul, yang berupa obyek maf’ul, 
dharaf atau keterangan adalah menunjukkan umum) 
dengan melalukan takhrij al-ma’mul (inventarisasi), 
tanqih al-ma’mul (seleksi) pada lafal wa aqimu al-
shahadah li Allah. Artinya, ma’mul yang dibuang pada 
lafal tersebut berupa lafal “amam al-qadi”, sebagaimana 
Fayruzabadi (Tanwir al-Miqbas), al-Samarqandi (Bahr al-
‘Ulum) dan al-Nawawi Banten (Tafsir al-Munir), ‘Ali al-
Sayis (Tafsir Ayat al-Ahkam), Sayyid Tantawi (al-Tafsir 
al-Wasit), dan Wahbah al-Zuhayli (Tafsir al-Munir). 
Dengan dasar-dasar tersebut, pengucapan ikrar talak di 
depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan 
tafsir ahkam atau fiqh (hukum Islam) dengan 
menggunakan kaidah tafsir atau kaidah usul al-fiqh. 
Artinya, ikrar talak yang tidak dilakukan di luar sidang 
pengadilan dianggap tidak pernah terjadi. 
Kata Kunci: Kaidah Tafsir, Talak di Indonesia, 
Pengadilan. 
Pendahuluan 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara 
hukum telah berusaha untuk mengatur hukum yang terkait 
dengan hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan, yang di 
dalamnya diatur tentang pengucapan  ikrar talak bagi suami 
yang akan menceraikan isterinya. Dalam hal ini hukum 
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Indonesia menyatakan bahwa ikrar talak harus dilakukan di 
depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1074 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 
1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua 
Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum 
Islam. 
Undang-undang tersebut dimaksudkan, khususnya umat 
Islam, untuk dijadikan pegangan dalam perkawinan, termasuk di 
dalamnya talak (perceraian). Akan tetapi, secara nyata (sein) 
umat Islam masih belum bulat dalam menyikapi pelaksanaan 
ikrar talak di depan pengadilan, karena mereka masih tetap 
berpegang teguh pada ikrar talak sebagaimana yang ada dalam 
kitab fiqh klasik.1Mereka tetap mempertahankan pendapat 
ulama yang membolehkan talak tidak harus di depan pengadilan. 
Akibatnya, mereka terkena dua hukum, hukum yang termuat 
dalam kitab fiqh dan hukum positif (Ius constitutum), padahal 
hukum positif yang berlaku merupakan hukum Islam Indonesia 
yang merupakan ijma’ ulama Indonesia. Sementara itu, ada 
pihak yang menyatakan bahwa umat Islam harus patuh pada 
hukum positif, karena ia merupakan hukum Islam Indonesia, 
hasil produk ulama Indonesia dan mengikat sebagaimana 
kandungan surat al-Nisa’(4): 59 (wa uli al amri minkum). 
Dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk 
menjelaskan bagaimana cara istinbat yang dilakukan oleh ulama 
Indonesia tentang keharusan ikrar talak harus di depan 
pengadilan agama dengan menggunakan teori kaidah tafsir 
(kaidah amar dan ‘am) pada surat al-Talaq (65): 1-2. Kaidah ini 
sering disebut dengan kaidah usul al-fiqh, karena obyeknya 
                                                                
1Suami dapat menceraikan isteri, kapan saja dan di mana saja, bahkan 
dianggap jatuh walaupun dengan bergurau, karena mereka sampai sekarang 
tetap memegangi bunyi hadith yang menyatakan, bahwa ada tiga, yang jika 
dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi atau jatuh (nikah, talak, 
dan rujuk). 
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sama, yaitu nas.2 Untuk itu, masalah yang dibahas bagaimana 
pandangan tafsir ahkam (fiqh) tentang ikrar talak harus 
dilakukan di depan sidang pengadilan. 
Proses Ikrar Talak di Indonesia 
Pada Penjelasan Pasal 39 (2)  Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan  Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena  alasan-
alasan berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain  sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak  yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri; 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum 
lagi dalam rumah tangga. 
Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dan dipertegas 
lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan 
menambah dua anak pasal, yaitu: 
g. Suami melanggar taklik-talak; 
                                                                
2Antara fiqh dan tafsir ahkam terdapat hubungan yang sangat erat. Satria 
Effendi M. Zein, pakar fiqih-ushul fiqh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
menyatakan, ilmu fiqh pada dasarnya dari tafsir ahkam. Dengan kata lain, 
fiqh Islam pada hakikatnya merupakan pengembanga lebih jauh dari tafsir 
ahkam. Moh. Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (Jakarta: PT Rja 
Grafindo Persada, 2001), 119. 
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h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.3 
                                                                
3Alasan-alasan tersebut, dalam kitab fiqh, untuk zina dengan melalui proses 
li'an yang berakibat putusnya perkawinan untuk selama-lamanya, yang 
dilakukan di depan pengadilan. Sebab cacat badan dan murtad dengan melaui 
fasakh. Sementara itu, untuk lainnya dapat digolongkan dalam tafriq qada'i 
yang biasa dilakukan oleh isteri seperti talak karena cacat ('ayb), bahaya 
(darar), bepergian (gaybah), tidak memberi nafkah, yang banyak dibahas 
para penulis kitab-kitab fiqh kontemporer seperti Abu Zahrah, Muhammad 
al-Dhahabi dan Abu al-'Aynayn Badran. Dalam hal ini, Hukum Islam 
Indonesia lebih tegas dalam menentukan alasan-alasan tentang terjadinya 
talak, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat. Walaupun demikian, alasan 
murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ini, menurut 
penulis tidak tepat untuk diterapkan, karena seluruh ulama fiqh sepakat 
bahwa murtad merupakan sebab putusnya perkawinan secara mutlak. 
Artinya, janganlah memudahkan penggunaan kaidah fiqh "yughtafar fi al-
thawani ma la yughtafar fi al-ibtida' (tidak diampuni suatu perbuatan yang 
terjadi di awal, diampuni perbuatan yang terjadi  di tengah-tengah). 
Maknanya, pada waktu nikah suami isteri sama-sama muslim (awal), di 
tengah-tengah perjalanan isteri atau suami beralih agama (murtad), jika tidak 
menyebabkan ketidak rukunan, tidak terjadi putusnya perkawinan. Hal ini 
bertentangan dengan qu 'anfusakum wa ahlikum nara. (jagalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka) yang merupakan takhsis dari ayat "la ikrah fi al-
din" (lafal 'am dengan ciri isim nakirah dalam redaksi nafi atau kalimat 
negatif pada lafal la ikrah). Jika diberlakukan Pasal 116 huruf h KHI ini, 
maka dimungkinkan akan terjadi anak atau cucu yang bukan muslim. Oleh 
karena itu, tindakan pencegahan (preventif) harus dilakukan, sesuai dengan 
teori Sadd al-Dhari'ah. Hakim harus lebih peka dalam melihat murtad 
sebagai alasan perceraian dalam Islam dan dapat mengenyampingkan apa 
yang ada pada KHI. Pasal 44 KHI menyebutkan: Seorang wanita Islam 
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam. Hal ini sesuai dengan kandungan Alqur'an yang melarang 
pria non muslim mengawini wanita muslim walaupun kitabi (yahudi/nasrani), 
karena akan membawa ke neraka. Bahkan, walaupun Alqur'an membolehkan 
pria muslim kawin dengan wanita kitabiyah, para ulama lebih baik untuk 
tidak menerapkannya, apalagi di Indonesia yang tidak asli kitabiyah, karena 
akan membawa pengaruh pada anak atau cucunya yang dimungkinkan tidak 
menganut agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan, 
sebagaimana shahabat Umar melarang shahabat Talhah dan Khudhayfah 
mengawini wanita-wanita ahl al-kitab. Abd al-'Azim Ma'ani dan Ahmad al-
Ghundur, Ahkam min al-Qur'an wa al-Sunnah (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967), 
46. Apa yang dilakukan shahabat Umar tersebut sesuai dengan  kaidah fiqh 
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Tambahan alasan perceraian pada Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), yang berupa taklik talak dan murtad sangat 
penting, karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah suatu 
janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah 
akad nikah.Taklik talak merupakan suatu ijtihad baru sangat 
penting untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan atau 
tidak bertanggung jawabnya suami. Namun demikian, jika 
dikatakan khulu' pada talik talak ini, ternyata imbalannya ('iwad) 
tidak sebagaimana biasanya, sehingga lebih tepat dinamakan 
talak mubara'ah, sebagaimana terjadi pada cerai gugat di 
Indonesia. Perceraian melalui taklik talak ini tidak berlaku 
dalam cerai talak, tetapi hanya berlaku pada cerai gugat atau 
gugat cerai, yang merupakan salah satu bentuk putusnya 
perkawinan melalui keputusan pengadilan (Pasal 38 huruf c 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 
Pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam). 
Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian dan 
dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan hal baru bagi 
masyarakat kita. Hal ini dimaksudkan, sebagai upaya 
mempersukar perceraian yang merupakan hak wewenang kaum 
lelaki. Tanpa upaya seperti ini, hak-hak kaum perempuan akan 
terabaikan, si suami akan menjatuhkan talak semaunya saja, 
kapan saja dan di mana pun sesuai kehendak hatinya.4 
Penjelasan di atas senada dengan apa yang disampaikan 
oleh Marsekan Fatawi, bahwa perceraian terkendali ini, 
                                                                                                                                          
"al-rida bi al-shay'i rida bima yatawallad" (rela melakukan sesuatu berarti 
rela akan akibat yang ditimbulkannya), sehingga orang Islam berhati-hati 
sewaktu akan menikahi wanita kitabiyah. al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair, 
(Surabaya: al-Hidayah, 1965), 97. 
4Arso Sasroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia 
(Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 37. Perceraian yang harus lewat dan 
dengan keputusan pengadilan ini juga berlaku di Druze Lebanon, Iran, 
Tunisia, Somalia, Aljazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa negara 
perceraian di luar pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai 
Darussalam, Lebanon, Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Khoiruddin 
Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-
Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia 
(Jakarta: INIS, 2002),254. 
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perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan, 
dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak 
suami. Keharusan dilakukan di muka pengadilan adalah masalah 
ijtihadiyah, yang bertitik tolak dari kebiasaan sementara suami 
yang ingin menceraikan isterinya memberitahukan kepada 
hakim Pengadilan Agama dan bertujuan untuk mengembalikan 
kepada kerukunan. Dengan kata lain, agar hakim mengadakan 
upaya perdamaian. Lebih lanjut dijelaskannya, dengan asas 
terkendali ini, sekaligus berarti sebagai upaya hukum dalam 
rangka melindungi kaum wanita. Kita dapat melihat betapa 
banyaknya perceraian yang sangat memberatkan kaum wanita, 
tidak hanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi juga bagi 
kehidupannya. Dia harus mencari nafkah tidak hanya buat 
dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang seharusnya 
adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya.5  
Sementara itu, dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan 
tersebut adalah berdasarkan pada kaidah fiqh, tasarruf al-imam 
'ala al-ra'iyyah manut bi al-maslahah (kebijakan pemerintah 
terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat) dan 
sekaligus sesuai dengan teori utilitarianisme6 dari Jeremy 
Bentham, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, yang 
                                                                
5Marsekan Fatawi,"Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan" dalam 
Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Ed. HA 
Muhaimin Nur et. al (Jakarta: CV Ade Cahya, 1985), 187-188. Perceraian 
terkendali ini pada intinya kembali kepada  dar' al-mafasid wa jalb al-
masalih (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). 
6Jeremy Benhtam berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya 
dapat melahirkan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. 
Dengan berpegang pada prinsip ini, perundang-undangan hendaknya dapat 
memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Lebih lanjut, Benhtam 
mengatakan bahwa hukum dan mural merupakan dua hal yang tidak bisa di 
pisahkan. Hukum bermuatan moral dan sebaliknya. Hal ini mengingat moral 
merupakan sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. 
Untuk itu, hukum yang efesien dan efektif adalah hukum yang dapat 
mencapai visi dan misinya, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar kepada 
jumlah warga yang banyak, sebagaimana semboyannya (the greates 
happiness for the greates number). Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah 
Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17-18. 
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bertujuan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam. 
Walaupun hak menceraikan isteri itu semula tergolong hak 
individu (haq al-fard), tetapi setelah pemerintah mengaturnya 
melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak 
kolektif atau haq al-jama'ah  (haq Allah), yang harus ditaati, 
sebagaimana kandungan firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 
59 yang berbunyi : ya ayyuha al-ladhina amanu ati'u Allaha wa 
ati'u al-rasula wa uli al-amri minkum (wahai orang-orang yang 
beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan 
pemerintah).7Dengan demikian, kepatuhan seorang Islam 
terhadap peraturan perundang-undangan, selama tidak 
bertententangan dengan shara', adalah mencerminkan kadar 
keimanan yang kuat pada dirinya. Hal ini, karena ayat tersebut 
ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan 
merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil 
manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain. Lebih-
lebih, peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur 
orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang berlaku di 
Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya peraturan-peraturan yang 
terkait dengan perceraian yang berlaku di Indonesia (ius 
constitutum) adalah nilai-nilai Hukum Islam yang bersumberkan 
nas  dengan melalui istinbat dan/atau istidlal, yang kemudian 
menjadi hukum postip (hukum nasional) dengan melalui taqnin 
(pembuatan undang-undang). Hal ini sebagai upaya menerapkan 
makna ayat dalam surat al-Maidah (5): 48 (fa uhkum baynahum 
bima anzala Allah) dan al-Maidah (5): 49 (an uhkum baynahum 
bima anzala Allah) 
Jika  dilihat secara seksama terhadap sumber Hukum 
Islam yang utama dan pertama, sebenarnya Alqur'an telah 
mengatur tentang langkah-langkah dan alasan-alasan yang harus 
dilakukan oleh suami atau istri sewaktu terjadi 
ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Langkah-langkah 
tersebut, sewaktu isteri nushuz, telah diatur pada ayat tersendiri 
secara khusus, surat al-Nisa' (4): 34, 35 dan 128, yang 
                                                                
7 Depag, al-Qur'an, 128. 
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diberlakukan sebagai syarat, bukan sebagai sebab. Karena itu, 
dalam hal perceraian (talak) tidak berlaku  kaidah Usu al-Fiqh, 
yang berbunyi : ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib8 
(suatu kewajiban yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna 
kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang lain itu hukumnya 
wajib). 
  Kewajiban dalam surat al-Nisa' (4): 34, 35 dan 128 
merupakan kewajiban yang berdiri sendiri yang harus dilakukan, 
tidak sebagai sebab yang terkait dengan surat al-Talaq (65):1, 
sebagaimana ayat tentang kewajiban  shalat (aqimu al-salah) 
dalam surat al-Nisa' (4): 76 dengan ayat tentang kewajiban 
wudlu (idha qumtum ila al-salati fa ighsilu wujuhakam…) 
dalam surat al-Maidah (5):  7. Di samping itu, surat al-Nisa' (4): 
34, 35  tidak dapat dijadikan sebagai wasilah (sarana/perantara) 
atau dhari'ah (jalan) pada ayat Alqur'an yang berupa sighat al-
amr (bentuk perintah melakukan sesuatu), pada lafal "aw 
tasrihun bi ihsan" dalam surat al-Baqarah (2): 229; "wa 
sarrihuhunna sarahan jamila" dalam surat al-Ahzab (32) : 49; 
"aw fariquhunna bima'ruf" dalam surat al-Talaq (65): 2, "idha 
tallaqtumu al-nisa' fatalliquhunn li 'iddathinn" dalam surat al-
Talaq (65): 1, karena dianggap sebagai syarat. Hal ini berbeda 
jika wasilah pada sighat al-amar (bentuk perintah melakukan 
sesuatu) pada talak itu berupa wasilah ijtihadiyah (sarana yang 
berupa hasil pemikiran ulama) yang berupa sebab, maka berlaku 
kaidah tersebut. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut berdiri 
sendiri, bukan karena ayat tentang talak dan diberlakukan 
sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui jika seorang suami 
                                                                
8Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al 'Arabi, t,th), 
180. Abu Zahrah mengatakan bahwa sesuatu (sarana vital) bagi terealisirnya 
suatu kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu (1) sesuatu (sarana) yang 
ditegaskan oleh Shari' (Allah/Rasulullah) sebagai suatu syarat, yang wajib 
dikerjakan berdasarkan nas yang berdiri sendiri, bukan berdasarkan pada 
kewajiban yang asal dan (2)  sarana-sarana vital yang menjadikan suatu 
kewajiban tidak akan dapat terealisir dengan tanpa adanya sarana tersebut. 
Sarana ini berupa sebab, yang berupa perbuatan yang dapat dijangkau 
(dikerjakan) oleh manusia untuk merealisir kewajiban tersebut, seperti pergi 
ke tanah suci untuk melaksanakan kewajiban haji. Ibid. 
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akan melakukan ikrar talak kepada istrinya. Akan tetapi, para 
ulama memahami ayat-ayat tersebut berada pada prinsip kaidah 
amr (perintah), yaitu li al-wujub (menunjukkan wajib) secara 
tersendiri, sebagaimana pendapat yang dihubungkan kepada 
pendapat al-Shafi'i dan mayoritas ulama, al-asah annaha 
haqiqah fi al-wujub faqat 9 (menurut pendapat yang lebih sahih, 
bahwa secara hakikat (sebenarnya) bentuk perintah (amr) itu 
hanya menunjukkan wajib), yang berarti tidak boleh 
ditinggalkan atau dilewati oleh suami dalam pengucapan ikrar 
talak kepada isterinya. 
Kedua ayat dalam surat al-Nisa' (4): 34 dan 35 merupakan 
langkah-langkah yang harus dilakukan sewaktu melihat istri 
melakukan nushuz. Dalam surat al-Nisa' (4): 34, ulama berbeda 
tentang huruf wawu sebagai huruf ataf, yakni ada yang berkata li 
al-tartib (menunjukkan berurutan) dan ada yang boleh tidak 
berutan atau li mutlaq al-jam'i (menunjukkan banyak/boleh 
tidak berurutan), sehingga suami boleh mengambil salah satu 
dari tiga pilihan atau boleh mengumpulkan semua.'Ali al-Sabuni 
mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah li tartib 
                                                                
9Abu Zakariya' al-Ansari, Ghayat al Wusul Sharh Lubb al-Usul (Bandung: 
Fajar Nusantara, t.th), 64-65. Begitu juga, al-Mahalli menyatakan bahwa 
pendapat yang dipilih sesuai dengan Abu Hamid al-Firayini dan Imam al-
Haramayn bahwa sighat al-amr secara hakikat menunjukkan tuntutan yang 
pasti dan mengikat (al-talab al-jazim). Baca al-Mahalli, Hashiyah 'Allamah 
al Bannani, vol.1 (Mesir: Matba'at 'Isa' al-Babi al-Halabi wa Sharkah, t.th.), 
376. Bahkan, dalam kitab-kitab tafsir tidak dijelaskan tentang petunjuk amar 
pada ayat-ayat tersebut, terutama terkait dengan lafal fa 'izuhunna, wa 
uhjuruhunna, wa idribuhunna pada surat al-Nisa' (4: 34 dan 39. Namun 
demikian, Imam Nawawi Banten dalam kitabnya, 'Uqud al-Lujjayn, 
menyatakan bahwa amar yang ada dalam surat al-Nisa' (4): 34 adalah 
mandub atau sunnah. Sementara itu, dalam kitab tafsinya, Marah Labid, al-
Nawawi sama sekali tidak menyebutkan petunjuk amar (perintah). 
Muhammad b 'Umar Nawawi, Sharh 'Uqud al-Lujjayn fi 'Uqud al-Zawjayn 
(Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.th), 7; al-Nawawi, Marah Labid Tafsir al-
Nawawi, vol.1 (Singapura: Maktabat Sulayman Mar'i, t.th), 149. Dengan 
demikian, jika melihat penerapan kaidah amar menunjukkan wajib, maka 
tahapan-tahapan dan alasan-alasan talak itu harus ada. Oleh karena itu, jika  
tahapan-tahapan tersebut tidak dilalui sebagaimana dalam ayat tersebut, maka 
talak tidak dapat dilaksanakan atau tidak terjadi talak. 
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(berurutan), sebagaimana pendapat Ibn al-'Arabi dalam Tafsir 
Ayat al-Ahkam dan juga pendapat shahabat 'Ali b Abi Talib. Jika 
langkah pada surat al-Nisa' (4): 34 gagal, maka langkah 
berikutnya adalah sebagaimana disebutkan  pada surat al-Nisa' 
(4): 35. Dalam hal ini, pada surat al-Nisa' (4): 34 ditujukan 
kepada suami, sedangkan pada surat al-Nisa' (4): 35 ditujukan 
pada hukkam  (hakim atau pemerintah) dengan mendatangkan 
hakam  (mediator) dari pihak keluarga istri dan keluarga suami 
atau orang lain. Bahkan, Wahbah al-Zuhayli juga, dalam kitab 
tafsirnya, menjelaskan bahwa petunjuk amar pada fab'athu 
adalah menunjukkan wajib sebagaimana pendapat al-Shafi'i, 
karena tergolong dapat menghilangkan tindakan penganiayaan 
( الظلمات رفع باب من ألنه ), yang termasuk suatu kewajiban yang 
bersifat umum dan yang harus diperhatikan oleh hakim.10  
Wahbah al-Zuhayli menjelaskan, talak itu jangan 
dilakukan karena sebab-sebab yang remeh sebagaimana 
dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti ada kebencian 
dan hanya mengumbar hawa nafsu, karena hal itu keluar dari 
ajaran-ajaran Islam dan menyebabkan dosa, bahkan perlu diberi 
hukuman. Untuk itu, talak diundangkan hanya semata-mata 
karena keadaan darurat, yang merupakan perundang-undangan 
yang dikecualikan (tashri' istihna'i), demi keluwesan/elastis dari 
hukum, setelah suami melakukan langkah-langkah (al-marahil 
al-atiyah) sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 34-35.11 
                                                                
10Muhammad 'Ali al-Sabuni, Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, vol. 1 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 430-431; Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir, 
vol.5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 59. Muhammad 'Ali al-Sayis, Tafsir Ayat 
al-Ahkam, vol. 2 (Mesir: Matba'at Muhammad 'Ali Subayh, 1953), 100. al-
Baydawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, vol. 1 (Mesir: Matba'at 
Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), 218. Sa'ud b Mas'ad menyatakan, pendapat 
yang kuat pada khitab dalam lafal "fa ib'athu" tertuju pada sultan, karena 
yang dapat menghilangkan kezaliman dan menghilangkan bahaya hanya 
berada pada sultan, bukan lainnya. Sa'ud b Mas'ad b Masa'id, al-Tafriq bayn 
al-Zawjayn bi Hukm al-Qadi  (Makkah: Dar al-Turath, t.th), 78. 
11Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol. 7 (Beirut: Dar al 
Fikr, 1989), 359. Namun demikian, Wahbah tidak mengambil sikap yang 
tegas yang menyatakan bahwa jika tidak ditempuh langkah-langkah 
sebagaimana termaktub dalam al-Nisa': 34 dan 35, maka suami tidak boleh 
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Di samping itu, petunjuk (dalalah) surat al-Nisa' (4): 35 
ini tidak dapat digunakan teori mafhum mukhalafah (extra a 
contrario), yang maknanya jika tidak ada shiqaq 
(pertengkaran/perselisihan), maka tidak diperlukan keterlibatan 
                                                                                                                                          
ikrar talak. Artinya, Wahbah sama dengan sikap ulama lain yang 
menganggap sah atau terjadi  talak jika suami mengucapkan ikrar talak 
kepada isterinya walaupun tidak melakukan langkah-langkah yang termaktub 
dalam ayat tersebut. Di samping itu, adanya langkah-langkah tersebut sesuai 
dengan pernyataan bahwa nikah itu adalah mithaqan ghaliza (ikatan yang 
sangat kuat), yang bermakna bahwa perceraian harus dihindari dan sesuai 
juga dengan nilai-nilai yang dapat dipahami dari hadith yang menyatakan 
bahwa talak merupakan sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah 
(abghad al-halal Ila Allah al-talaq). Artinya, hukum yang paling rendah 
dalam talak, tidak sampai haram, adalah makruh, karena sesuatu yang 
makruh itu tergolong yang halal atau jaiz. Nilai hadith tersebut diperdebatkan 
oleh ulama hadith. Abu Dawud menilai hadis tersebut tergolong hadis sahih, 
sedangkan Abu Hatim menilainya sebagai hadith mursal, karena hadis 
tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasil 
dari Muharib bin Dithar dari Ibn 'Umar secara marfu'. Hadis tersebut juga 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Yunus, Waqi' bin al-Jarrah, Yahya bin Bukayr 
dari Mu'arrif dari Muharib secara mursal. Mereka tergolong perowi yang 
kuat hafalannya dan banyak bilangannya, sehingga hadith tersebut dinilai 
mursal. Begitu juga al-Daruqutni, al-Bayhaqi, Khattabi dan al-Mundhiri. Abu 
'Abd Allah bin Abd al-Sallam 'Allawsh, Ibanat al-Ahkam, vol. 3 (T.t, T.p, 
T.th), 362. Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis mursal (1) 
tergolong hadis da'if mardud (mayoritas ahli hadis dan kebanyakan ashab al-
usul dan fuqaha'), karena identitas perawi tidak diketahui, yang kemungkinan 
bukan shahabat; (2) hadis sahih yang dapat dijadikan hujjah atau dalil (Abu 
Hanifah, Malik dan Ahmad menurut pendapat yang terkenal), termasuk 
pendapat sekelompok ulama dengan syarat mursil harus thiqah ('adl dabit), 
dengan alasan bahwa seorang tabi'i tidak mungkin berkata, Rasulullah SAW. 
bersabda, kecuali jika dia mendengar dari perawi thiqah (terpercaya); (3) 
didukung hadis lain (hadis musnad); (4) sesuai dengan perkataan shahabat 
dan (5) hadis mursal diterima (maqbul) dengan syarat (pendapat al-Shafi'i 
dan sebagian ilmuan), yang di antaranya mursil harus tabi'in besar dan hadith 
mursal tersebut digunakan oleh kebanyakan ahl al-'ilm dalam memberikan 
fatwa. Mahmud al-Tahhan, Taysir Mustalah al-Hadith (Surabaya: Toko 
Kitab al-Hidayah, t.th), 72-73. Dengan demikian, hadis tersebut dapat 
dijadikan hujjah (dalil), lebih-lebih hadis tersebut sebagai ta'kid (penguat) 
dari surat al-Nisa' (4): 34, padahal jika saja didukung oleh hadis musnad 
(hadis marfu' dan muttasil), perkataan shahabat atau diamalkan oleh 
kebanyakan ulama sudah dijadikan dalil sebagaimana pendapat al-Shafi'i.                                                             
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hukkam  (pemerintah dalam arti umum). Hal ini, karena ayat 
tersebut dapat dimasukkan pada nas yang bersifat aghlabiyah 
(pada umumya) atau akthariyah (kebanyakannya), yang tidak 
dapat menerima mafhum mukhalafah,12 sebagaimana nas 
tentang riba' dalam surat Ali 'Imran (3): 130, ya ayyuha al-
ladhina amanu la ta'kulu al-riba ad'afan muda'afa  (Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda)13 dan juga nas tentang menikahi anak tiri yang 
berada pada asuhan bukan bapak tirinya dalam surat al-Nisa' (4): 
23, wa rabaibukum al-lati fi hujurikum min nisaikum al-lati 
dakhaltum bihinn (dan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri)14. Untuk 
itu, ayat tersebut tidak boleh dipahami, bahwa jika tidak terjadi 
shiqaq (pertengkaran atau perselisihan), maka hakim/pemerintah 
tidak diperlukan. Hal ini sebagaimana tidak boleh dipahami 
firman Allah yang menyatakan: janganlah kamu makan riba' 
dengan berlipat ganda dengan pemahaman boleh makan riba' 
asalkan tidak berlipat ganda atau sedikit saja. Begitu juga tidak 
boleh dipahami, bapak tiri dibolehkan menikahi anak tirinya jika 
dia tidak berada di bawah asuhan bapak tirinya seperti diasuh 
oleh bapak kandungnya sendiri atau panti asuhan. 
Surat al-Nisa (4): 35 menyatakan, jika terjadi shiqaq 
(pertengkaran), hakim (al-qadi) diperintahkan untuk 
mendatangkan hakamayn, yang diambil dari masing-masing 
keluarga suami/isteri atau pihak lain yang sanggup menjadi 
mediator atau juru damai. Hal ini menunjukkan bahwa 
perceraian harus dihindari dan dipersulit, karena akan 
                                                                
12Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 
2001), 343. Salah satu syarat dari mafhum mukhalafah (versi jumhur al-
'ulama') adalah pembatas (qayd) yang ada pada nas (mantuq) tidak 
menjelaskan sesuatu yang pada umumnya terjadi atau memelihara peristiwa 
yang terjadi (mura'at al-waqi'). Abd al-Karim Zaydan menyebutnya, qayd 
yang ada pada nas tidak berupa qayd akthari (pembatas yang berlaku pada 
kebanyakannya). Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi al-Usul al-Fiqh (Beirut: 
Muassasat al-Risalah, 1987), 370. 
13Depag, Al-Qur'an, 97. 
14Ibid, 120. 
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berpengaruh pada keluarga, terutama mantan isteri dan anak-
anaknya. Hakamayn diberi tugas untuk melakukan islah 
(perdamaian) antara keduanya, sehingga diharapkan suami isteri 
hidup kembali sebagaimana semula. Akan tetapi, jika keduanya 
tidak dapat disatukan kembali, maka hakamayn menyerahkan 
kembali kepada hakim untuk melakukan tindakan hukum, yakni 
talak. Dalam hal ini, jika melihat  bunyi surat al-Nisa' (4): 34, 
maka hakim memerintah kepada suami untuk mengucapkan 
ikrar talak jika keinginan bercerai dari suami, karena  nushuz 
berasal dari isteri. Sedangkan, jika nushuz berasal dari suami, 
maka hakim boleh menetapkan dengan  fasakh (menurut teori 
Shafi'iyah) atau bain sughra' (menurut teori Hanafiyah) dengan 
keputusan hakim (tafriq qadai). 
Dalam praktek di Pengadilan Agama, talak yang inisiatif 
berasal dari isteri atau nushuz berasal dari suami adalah 
menggunakan teori Hanafiyah dan ini lebih tepat digunakan, 
karena hakim dalam membuat keputusan terjadinya talak 
berkedudukan sebagai pengganti suami, yang pada hakikatnya 
bahwa talak adalah hak suami. Artinya, hakim berkedudukan 
sebagai sultan (pemerintah) sebagaimana seorang wanita yang 
tidak mempunyai wali atau ada wali tetapi wali tersebut adal 
(tidak mau menikahkan/bangkang). 
Masalah shiqaq sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 35 
sering dipahami untuk cerai gugat, sehingga produknya berupa 
keputusan pengadilan. Padahal shiqaq ini dapat juga terjadi 
melalui cerai talak, yang produknya berupa penetapan "Ikrar 
Talak". Hal ini, karena dalam ayat tersebut berupa lafal yang 
menunjukkan 'am dengan menggunakan ciri berupa "al-idafah bi 
al-ma'rifah" atau susunan lafal yang disandarkan pada ism 
ma'rifah, yaitu lafal shiqaq baynihima pada lafal "wa in khiftum 
shiqaq baynihima …". Hal ini  sebagaimana telah diterapkan oleh 
Pengadilan Agama Mojokerto sebagai alasan sosiologis 
(pertimbangan) pada Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2010/PA.15 
                                                                
15Menurut Sumasno, Ketua PA Mojokerto,  shiqaq  tidak hanya diterapkan 
pada cerai gugat saja, tetapi diterapkan pula dalam cerai talak sebagai alasan 
perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 39 ayat 2 
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Di Indonesia, kandungan surat al-Nisa' (4): 35 dilakukan 
dengan mediasi melalui mediator dari hakamayn dan hakim 
yang sudah ditentukan oleh Pengadilan, melalui Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang 
kemudian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 16 Bahkan, Pasal 2 (3) Perma tersebut menyatakan: 
Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini 
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan 
atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. Dengan demikian, talak tidak dapat dijatuhkan secara 
langsung, tanpa melalui proses dan tatacara menjatuhkan talak. 
Hal ini sebagaimana makna yang terkandung dalam perintah 
pada lafal, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min 
ahliha., yang melibatkan pihak pemerintah, yang dalam hal ini 
para hakim (pemerintah dalam pengertian pihak yudikatif). Oleh 
karena itu, jika ditelaah secara seksama dan dilakukan 
pemahaman terhadap ayat-ayat yang terkait dengan talak secara 
mawdu'i (tematik) dan holistik, maka sangat jelas bahwa 
pengucapan ikrar talak itu melibatkan pihak pemerintah, tidak 
seenaknya dilakukan oleh suami sendiri walaupun dia yang 
mempunyai hak menjatuhkan talak. Untuk itu, sangat 
disayangkan jika para penulis kitab, baik fiqh maupun tafsir, 
yang sangat baik dalam menguraikan urutan-urutan yang harus 
                                                                                                                                          
huruf f  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga sebagaimana 
Idham Kholid (Wakil ketua PA Jombang) yang mengambil pendapat dari 
pendapat Ilyas Yusuf (mantan hakim PT Mataram). Sumasno, Ketua PA 
Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 10 Agustus 2010; Idham Kholid, Ketua 
PA Jombang, Wawancara, Jombang, 12 Agustus 2010. 
16Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 01 Tahun 2008 merupakan 
revisi Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih 
mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di 
pengadilan. Perma ini ditetapkan di  Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2008 oleh 
Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Perma ini tediri atas 8 bab dan 27 
pasal.. 
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dilakukan oleh suami sewaktu menghadapi istri yang nushuz.17 
Akan tetapi, kemudian mereka tidak menyatukan dengan ayat-
ayat yang terkait dengan pengucapan ikrar talak, sebagaimana 
pada lafal "fatalliquhunna li 'iddatihinna" dalam surat al-Talaq 
(65): 1, sehingga isi Alqur'an itu dipahami terpotong-potong dan 
hanya mengikuti ulama-ulama terdahulu, sebagaimana yang 
terdapat dalam kitab-kitab fiqh, tanpa pengkajian penafsiran 
ulang (reinterpretasi), padahal fiqh itu tidak terlepas dari tempat 
dan waktu dan bersifat zanni. Akibatnya, umat Islam di 
                                                                
17Ahmad  'Abd al-'Azizi al-Husayn menjelaskan tentang talak dalam al-
Qur'an dengan urutan (1) sebelum menceraikan isteri, al-Qur'an telah 
membuat piranti dan mengalihkan langkah perdamaian dengan perintah 
mu'asharah bi al-ma'ruf serta memerintah dengan penuh kesabaran jika 
mendapat sesuatu yang dbenci, barangkali dengan kesabaran ini dikaruniai 
anak saleh, yang merupakan kebahagiaan dunia akhirat sebagaimana dalam 
surat al-Nisa' (4): 19; (2) memperbaiki kehidupan perjodohan sewaktu isteri  
nushuz dan i'rad dengan menempuh tahapan al-wa'az, al-hajr, dan al-darb 
sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 34; (3) tahkim antara keduanya (suami 
isteri) dengan mengutus hakamayn sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 35) 
(4) jika tahapan-tahapan dan cara-cara untuk mewujudkan perdamaian dan 
kecintaan tersebut tidak tercapai, kecuali talak, Islam baru membolehkannya 
(fa al-talaq fi al-Islam abahah Allah ba'd istinfad kull al-wasail wa al-turuq 
al-muaddiyah ila al-Islah), sebagaimana dalam al-Nisa' (4): 130 (jika 
keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan).  Ahmad Abd al-
'Aziz al-Husayn (Beirut: Maktabat al-Ayman, t.t), 147-144. Perlu 
direnungkan kata-kata dari Muhammad Iqbal, iqra' al-Qur'an fa innahu 
munazzal 'alayk (bacalah Alqur'an, karena sesunggunya Alqur'an itu seakan-
akan diturunkan kepadamu). M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an 
(Bandung: Mizan, 1994), 14. Makna yang terkandung pada kata-kata Iqbal 
sangat menggugah umat Islam untuk melakukan interpretasi, termasuk 
reinterpretasi (penafsiran atau penta'wilan) Alqur'an, sehingga Alqur'an 
dapat membumi dan menjadi rahmah li al-'alamin. Hal ini, karena Alqur'an 
tidak hanya diturunkan untuk umat yang hidup pada masa kenabiyan 
Muhammad SAW. Akan tetapi, ia diturunkan untuk umat yang hidup 
sekarang ini sebagai kitab hidayah (hudan li al-muttaqin). Kata-kata Iqbal 
tersebut menunjukkan dalam memahami Alqur'an diperlukannya metode 
hermeneutik, yang ternyata telah diterapkan oleh Fazlur Rahman dengan 
double movement (teori gerak ganda), yang dalam teori Kaidah Tafsir atau 
Kaidah Usul al-Fiqh dinyatakan "al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-
sabab" dan "al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafz" 
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Indonesia, tetap memakai apa yang disampaikan oleh para tokoh 
dan kyai mereka, lebih-lebih suami yang berpoligami.  
Tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami sewaktu 
melihat isterinya nushuz harus dilakukan secara mendalam. 
Artinya, suami harus melihat mengapa isteri nushuz dan jangan 
sekali-kali selalu menyalahkan isteri semata-mata, karena dia 
sebagai kepala rumah tangga yang harus ditaati oleh isteri dan 
dia sebagai pemegang hak talak. Kemungkinan nushuz yang 
terjadi pada  isteri akibat perbuatan suami yang kurang atau 
bahkan tidak peduli kepada isteri, suami hanya menuntut haknya 
saja, sementara kewajibannya tidak diperhatikan atau bahkan 
melakukan kekejaman yang sangat sadis, karena suami 
beranggapan isteri harus tunduk dan patuh kepada suami. 
Proses mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan 
Agama dapat dipahami sebagai penerapan kaidah Usul al-Fiqh, 
yang berbunyi "ma la yatim al-wajib illa bih fahuwa wajib"  
(suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan 
dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib) pada lafal 
"fatalliquhunna" dalam surat al-Talaq (65): 1 yang berupa sighat 
al-amr  atau kaidah al-dhari'ah atau wasilah, bahkan dapat juga 
dengan teori maslahah mursalah (Imam Malik) atau istislahi 
(al-Ghazali). Begitu juga dapat digunakan teori utility atau 
utilitarianisme Jeremy Bentham, teori kegunaan atau manfaat, 
sehingga dengan melalui proses perceraian, perceraian 
dilakukan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan atau 
dapat memperkecil kerugian atau mafsadah yang terjadi akibat 
perceraian, terutama terkait dengan nasib anak-anak yang 
ditinggalkan, baik dalam nafkah maupun pendidikan mereka.18 
                                                                
18Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum dan moral itu merupakan dua 
hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral dan moral 
mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi 
utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendajnya. Hukum yang 
efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya, yaitu 
untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga yang 
terbanyak (the greates happiness for the greates number). Abdul Manan, 
Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), 21-22. 
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Persaksian dalam Ikrar Talak di Indonesia 
Pendapat Shi'ah merupakan suatu pendapat yang dianggap 
lebih tepat untuk diterapkan terkait dengan persaksian talak, 
karena dapat mempersulit terjadinya, yang kemudian pendapat 
ini diikuti oleh para penulis kitab tafsir, seperti Muhammad 
'Azzah Darwuzah, al-Tabrasi dan al-Alusi. Pendapat tersebut 
didasarkan pada petunjuk amr pada lafal wa ashhidu dengan 
menunjukkan wajib yang merupakan kaidah pokok dalam amr 
sebagaimana pendapat al-Shafi'i dan mayoritas ulama walaupun 
dalam penerapannnya al-Shafi'i tidak menerapkan li al-wujub 
pada lafal ishhadu tersebut. Bahkan, sebenarnya jika dipahami 
secara seksama dengan menggunakan kaidah tarjih terkait 
dengan hukum ishhad fi al-talaq (wajib dan sunnah/irshad), 
maka hukum wajib ini lebih ikhtiyat (hati-hati),19 lebih-lebih di 
Indonesia telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 
59K/Ag/1981 yang mengharuskan ada saksi dalam pengucapan 
ikrar talak. Jika talak tanpa dihadiri dua orang saksi, maka tidak 
sesuai dengan Hukum Islam dan ini seharusnya diperhatikan 
oleh para hakim di pengadilan agama, karena putusan 
mahkamah agung merupakan salah satu sumber hukum formil. 
Penerapan metode tarjih20 sangat tepat dikaitkan dengan 
hukum persaksian dalam talak sebagaimana berlaku di 
                                                                
19Syansuri Badawi, Usul al-Fiqh, vol. 2 (Mojokerto: Fajar Offset, t.th), 67. 
Dalam kitab ini dijelaskan jika salah satu dari dua dalil (termasuk ada dua 
dalalat al-ma'na), yang salah satu ikhtiyat dan lainnya tidak ikhtiyat, maka 
didahulukan yang ikhtiyat. 
20Tarjih merupakan salah satu bentuk ijtihad, sebagaimana pendapat Yusuf 
al-Qardawi. Menurut Yusuf al-Qardawi, ijtihad terdiri atas ijtihad intiqa'i 
(tarjih) dan insha'i. Ijtihad tarjih adalah ijtihad yang dilakukan seseorang 
atau kelompok untuk memilih pendapat apara ahli fiqh terdahulu mengenai 
masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fiqh, 
kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan kndisi kita 
sekarang ini. Sedangkan, ijtihad insha'i adalah usaha untuk menetapkan 
kesimpulan hukum mengenai peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh 
para ahli fiqh terdahulu. Yusuf Qardhawi, Fiqih Tajdid dan Shahwah 
Islamiyah , terjemahan Nabhani Idris (Jakarta: Islamuna Press, 1997), 52; 
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1997), 167 dan 170. 
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Indonesia, yang dalam prakteknya dilakukan oleh hakim 
majelis. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai makna yang 
ditunjukkan oleh dalalat al-amr (ashhidu), ada yang menyatakan 
nadb/irshad (pendapat mayoritas ulama) dan ada yang 
menyatakan wajib (pendapat Shi'ah). Jika dilakukan tarjih, maka 
pendapat Shi'ah ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat 
mayoritas ulama, karena sesuai dengan prinsip kaidah pokok 
amr, yaitu al-amr li al-wujub (perintah menunjukkan wajib). 
Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih 
terkait dengan perceraian, yang hanya dibolehkan dalam 
keadaan  yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang 
sangat dibenci oleh Allah. Kerena itu, adanya persaksian dalam 
perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan 
kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan 
talak. Hal ini sesuai dengan tujuan diundangkannya Hukum 
Islam (maqasid al-shari'ah), yaitu mendatangkan kemaslahatan 
dan menolak segala bentuk bahaya. Bahkan, perceraian ini 
tergolong maqasid daruriyyah atau maslahah daruriyah 
(bersifat primer) yang berupa hifz al-nasl (memelihara 
keturunan). 
Pelaksanaan persaksian ikrar talak dilakukan bersamaan 
dengan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan, 
berbeda dengan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yang membolehkan perceraian dilakukan di luar 
pengadilan kemudian baru dicatatkan ke pengadilan. Artinya, 
sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan 
ikrar talak dahulu, baru kemudian melakukan persaksian 
sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang menganggap sah 
terhadap talak yang tidak dipersaksikan dua orang saksi laki-laki 
(hukum persaksian talak dianggap sunnah).21 Hal ini berbeda 
dengan pendapat Shi'ah yang mengharuskan ada persaksian 
sewaktu suami mengucapkan ikrar talak sebagai usaha untuk 
                                                                
21al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 682. 
Perceraian dianggap sah walaupun tidak dipersaksikan, baru kemudian 
dipersaksikan. Hal ini, karena persaksian (ishhad) dilakukan setelah 
perceraian (furqah), sehingga tidak menjadi persyaratan sahnya perceraian.    
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mempersulit terjadinya talak, yang sesuai dengan maqasid al-
shari'ah walaupun Shi'ah tidak menyebutkan persaksian ikrat 
talak ini harus di depan pengadilan.22 
Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia 
Secara dalil tersurat (mantuq) keharusan ikrar talak di 
depan pengadilan tidak ditemukan dalam nas Alquran dan hadis, 
berbeda dengan keharusan ada saksi dalam ikrar talak. 
Persaksian talak dapat diketemukan dalam nas al-Qur'an (wa 
ashhidu) pada al-Talaq (65): 2 secara tersurat (mantuq), namun 
petunjuk lafal tersebut bersifat zanni (tidak pasti), yaitu wajib 
atau nadb (sunnah). Akan tetapi, jika diperhatikan  secara 
seksama dengan melakukan beberapa pertimbangan secara 
menyeluruh, maka pendapat yang mewajibkan persaksian dalam 
ikrar talak merupakan pendapat yang paling tepat. Sementara 
itu, jika persaksian ikrar talak itu merupakan suatu keharusan, 
maka melalui pendekatan kaidah kebahasaan terhadap 
                                                                
22Amir Syarifuddin menyatakan, undang-undang perkawinan di dunia Islam 
sekarang yang telah menetapkan perceraian itu mesti di pengadilan adalah 
sejalan dengan pandangan ulama Shi'ah, hanya tempat dilaksakannya 
kesaksian itu yang telah dimodifikasi, yaitu mesti di pengadilan. Amir 
Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), 217. Pernyataan 
Amir Syarifuddin ini hampir sama dengan Azhar Basyir yang menyatakan, 
apabila kita perhatikan dalil-dalil pendapat tentang wajib dipersaksikannya 
talak, dapat kita lihat bahwa pendapat tersebut mempunyai dasar yang cukup 
kuat. Karena itu, apabila kita mengikuti pendapat ini, kecuali mempunyai 
alasan cukup kuat, prinsip Islam yang mempersempit pintu perceraian itu 
akan dapat terpenuhi dengan baik dan dilakukan melalui pengadilan dengan 
pertimbangan maslahah mursalah. Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam 
(Yogyakarta: UII Press, 2004), 80 dan 93. Hanya saja Amir Syarifuddin tidak 
menyebutkan metode istidlal, sedangkan Azhar Basyir menyebutkan metode 
istidlal terkait dengan keharus adanya persaksian dalam ikrar talak dan 
dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu maslahah mursalah.  Namun 
jika dicermati, antara keduanya terdapat kesamaan yaitu harus dilakukan di 
depan pengadilan. Sementara itu, keharusan perceraian dilakukan di 
pengadilan tidak ditemukan dalam nas, padahal mengandung maslahah 
(kebaikan) yang besar sesuai dengan tujuan disyariatkannya Hukum Islam. 
Karena itu, pemikiran Amir Syarifuddin ini menggunakan nalar istidlal 
dengan maslahah mursalah. 
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kelanjutan dari lafal wa ashhidu, yaitu wa aqimu al-shahadah li 
Allah dapat ditentukan tentang tempat pengucapan ikrar suami 
terhadap isterinya. 
Mukhatab yang ada pada sighat al-amr dalam lafal wa 
ashhidu ditujukan kepada mutalliq (suami yang akan 
mengucapkan ikrar talak). Sementara itu, mukhatab yang ada 
pada sighat al-amr dalam lafal wa aqimu al-shahadah li Allah 
ditujukan kepada shuhud (para saksi). Lafal wa aqimu 
memperkuat keberadaan lafal wa ashhidu, sehingga pantas jika 
ishhad dalam talak harus dilakukan. Dalam terjemahan al-Quran 
terbitan Departemen Agama, lafal wa aqimu al-shahadah li 
Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". Jika pada 
lafal ashhidu (amr) itu menunjukkan wajib, maka lafal aqimu 
(amr) itu juga menunjukkan wajib. Bahkan, dalam lafal ini 
secara jelas menggunakan lafal aqimu sebagaimana pada lafal 
aqimu al-salah, yang sudah tentu dalam pelaksanaan persaksian 
membutuhkan wasilah (sarana), yang terdiri atas wasilah, 
berupa zaman dan tempat. Artinya, iqamat al-shahadah tidak 
dapat dilakukan seenaknya, karena lafal al-shahadah berupa 
lafal 'am (al masuk pada isim mufrad), sehingga membutuhkan 
takhsis dalam aplikasinya, terutama terkait dengan shahadah fi 
al-talaq aw al-raj'ah walaupun al (alif lam) tersebut 
menunjukkan li istighraq al-jins (mencakup seluruh bentuk 
persaksian), baik talak/rujuk maupun lainnya. Di samping itu, 
dalam ta'bir (redaksi) wa aqimu al-shahadah li Allah juga tidak 
disebutkan ma'mul-nya (waktu dan tempat). Hal ini tidak dapat 
dilepaskan dari kaidah usuliyah yang berbunyi al-'amal bi al-
'am qabl al-bahth 'an al-mukhassis la yajuz (menggunakan lafal 
'am sebelum meneliti meneliti mukhasisnya adalah tidak boleh), 
sehingga dibutuhkan iijtihad dalam menentukan tempat 
persaksian. Di samping itu, dapat juga digunakan teori takhsis bi 
al-'urf al-'amali (versi Hanafiyah), bukan Shafi'iyah.23 
                                                                
23Muhammad Abu al-Nur Zuhayr, Usul al-Fiqh, vol. 2 (Kairo: Dar al-Tiba'ah 
al-Muhammadiyah, t.th), 311. Hanafiyah menyatakan, 'urf 'amali (kebiasaan 
yang berupa perbuatan) sama dengan 'urf qawli (kebiasaan berupa ucapan), 
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Terkait dengan ma'mul yang tidak disebut dalam ta'bir 
(redaksi) lafal wa aqimu al-shahadah ada sebagian penulis dari 
kitab tafsir yang menyatakan bahwa persaksian (khusus untuk 
ikrar talak) dilakukan di hadapan hakim atau qadi seperti al-
Fayruzabadi (w 817 H) dengan redaksi "al-hukkam", al-Nawawi 
al-Bantani (w. 1314 H) dengan redaksi "al-hukkam", al-
Samarqandi dengan redaksi "al-hakim" , al-Jassas (w. 305 
H/917 M) dengan redaksi "al-hukkam", al-Baydawi (w. 685 
H/1286 M) dengan redaksi "al-hukkam", 'Ali al-Sayis dengan 
redaksi "al-hukkam", Wahbah al-Zuhayli dengan redaksi "al-
qudah" dan Muhammad Sayyid Tantawi dengan redaksi al-
hukkam wa ghayrih.24 Dengan demikian, penentuan persaksian 
                                                                                                                                          
dapat mentakhsis 'am, karena keduanya dapat dipahami secara cepat dari 
lafal; sedangkan Shafi'iyah menyatakan, 'urf 'amali yang tidak disandarkan 
pada penetapan Rasulullah tidak dapat mentakhsis 'am yang datang melalui 
lisan al-shar'i, karena perbuatan manusia tidak dapat dijadikan hujjah (dalil) 
atas shara'. Hanya saja jika perbuatan disandarkan pada iqrar (pengakuan) 
Nabi Muhammad, maka pentakhsisnya adalah iqrar itu sendiri. 
24Fayruzabadi, Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas (Beirut; Dar al-Fikr, 
t.th), 398; al-Nawawi, Marah Labid Tafsir al-Nawawi, vol. 2 (Singapura: 
Maktabat Matba'at Sulayman Mar'i, t.th), 382 dan secara secara tegas al-
Nawawi  menyatakan bahwa isim isharah pada lafal dhalikum mengarah 
pada ishhad (persaksikanlah) dan iqamat al-sahahadah (tegakkan 
persaksian); al-Samarqandi, Bahr al-'Ulum, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 
461;  al-Jassas, vol. 3  (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 682; al-Baydawi, Anwar 
al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, vol. 2 (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-
Halabi, 1968 dan menyatakan bahwa lafal "dhalikum" tertuju sebagaimana 
al-Nawawi atau semua apa yang ada pada seluruh ayat: 'Ali al-Sayis, Tafsir 
Ayat al-Ahkam, vol. 4 (Mesir: Matba'at Muhammad 'Ali Subayh wa 
Awladihi, 1953) dan dia menyatakan ayat ini sebagai dalil atas wajibnya 
menegakkan persaksian di depan hakim terhadap semua hak; al-Zuhayli, al-
Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, vol. 27 (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1991), 271 dan dia menyatakan sebagaimana 'Ali al-Sayis; 
Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, vol. 
14 (Mesir: Nahdah, 1964), 448 dan dia menyatakan, redaksi ayat yang mulia 
ini menunjukkan bahwa menunaikan persaksian secara benar (sahih) di 
hadapan hukkam dan lainnya merupakan sesuatu yang wajib, karena Allah 
telah berfirman pada ayat lain, wa la taktumu al-shahadah wa man yaktumha 
fa innahu athimun qalbuh (janganlah kalian menyembunyikan persaksian dan 
barang siapa yang menyembunyikan persaksian maka hatinya berdosa). 
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dilakukan di depan pengadilan merupakan hasil dari takhsis bi 
al-'urf al-'amali  versi Hanafiyah, sebagaimana dilakukan di 
Indonesia dan juga negara-negara Islam yang telah melakukan 
pembaharuan Hukum Islam dalam hukum keluarga. Misalnya, 
                                                                                                                                          
Tantawi juga menyatakan, redaksi wa aqimu al-sahadah adalah di'atafkan 
pada lafal sebelumnya, sedangkan khitab ayat ini ditujukan kepada semua 
orang yang terkait dengan persaksian. Dengan demikian, Tantawi 
menguhubungkan ishhad tidak hanya kepada jumlah (redaksi lafal) yang 
terdekat, tetapi juga kepada jumlah yang ada pada awal surat al-Talaq (65): 1, 
yaitu "fa talliquhunn". Bahkan, jika digunakan kaidah syarat pada redaksi wa 
ashhidu, maka dapat  dijadikan sebagai penyempurna bagi ma'mur bih 
(perbuatan yang diperintah), yang mengandung makna syarat bagi imsak dan 
firaq, karena 'ataf itu menyerupai qayd (pengikat/pembatas) walaupun tidak 
sebagai qayd (pembatas). Sementara itu, keberadaan syarat yang datang 
setelah beberapa jumlah (kalimat) kembali kepada seluruh jumlah yang 
sebelumnya sebagaimana Ibn 'Ashur dalam al-Tahrir wa al-Tanwir. Akan 
tetapi, jika demikian pendapatnya (kembali ke imsak dan firaq), maka 
pendapat ini tidak mengena pada sasaran talak, tetapi hanya pada imsak 
(rujuk) atau melepaskan isteri sewaktu habis masa tunggu (mufaraqah), 
bukan talak (talliquhun). Oleh karena itu, kaidah sharat tersebut harus 
dimulai pada lafal fatalliquhun sampai dengan fariquhunna dengan 
menggunakan kaidah wawu 'ataf yang li al-ma'iyah (bersamaan), bukan li 
mutlaq al-jam'i. Artinya, persaksian dilakukan bersamaan dengn pengucapan 
ikrar talak, bukan setelah diucapkan lafal al-talaq. Dalam kaidah usuliyah 
tentang syarat dijelaskan al-shart al-dahil 'ala al-jumal yarji' ila al-jami' 
(syarat yang masuk pada beberapa kalimat adalah kembali kepada seluruh 
kalimat). Abd al-Hamid Hakim, al-Bayan (Djakarta: Sa'adijah Putera, 1972), 
72; Abd al-Hamid Hakim, al-Sulam (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th), 29 
dengan redaksi al-shart ba'd al-jumal ya'ud ila al-jami' (syarat yang jatuh 
setelah beberapa kalima kembali kepada seluruh kalimat). Dengan demikian, 
penggunaan wawu ma'iyah pada wa ashhidu ini (analisis penulis) berbeda 
dengan ulama yang mengharuskan persaksian setelah menjatuhkan talak, 
yang menggunakan wa li al-tartib (berurutan). Artinya, jika perceraian tanpa 
melalui persaksian, dianggap sah. Akan tetapi, setelah menjatuhkan talak, 
suami wajib mempersaksikan. Pemakaian huruf 'ataf wawu terdiri atas li 
mutlaq al-jam'i (kebanyakan ahl nahw, ulama usul al-fiqh dan fuqaha'), li al-
ma'iyah (Ibn Malik dan dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan 
Muhammad b al-Hasan al-Shaybani) yang dihubungkan dengan pendapat 
Abu Hanifah dan li al-tartib (al-Farra', Tha'lab dan Abu 'Ubaydah) yang 
dihubungkan dengan pendapat al-Shafi'i. al-Amidi, Muntaha' al-Sul fi 'Ilm al-
Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 281; Mahmud Muhammad al-
Tantawi, Usul al-Fiqh (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, 387-388. 
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Turki (keharusan perceraian hanya di pengadilan); Yaman 
Selatan (perceraian hanya terjadi di pengadilan); Maroko 
(keharusan adanya surat notaris untuk perceraian) dan Aljazair 
(perceraian hanya terjadi di pengadilan).25 
Melihat pernyataan para ahli tafsir tentang lafal yang 
dibuang dari ma'mul pada redaksi lafal wa aqimu al-shahadah, 
tampaklah bahwa mereka telah melakukan ijtihad untuk 
menentukan ma'mul melalui inventarisasi  beberapa lafal yang 
dipandang lebih tepat sebagaimana dalam menginventarisasi 
'illat al-hukm dalam qiyas dengan sebutan takhrij al-manat, 
kemudian dilakukan seleksi (tanqih al-manat) dan ketepatan dan 
keefektifannya (tahqiq al-manat). Untuk itu, harus dihormati 
jasa-jasa mereka dalam melakukan istinbat al-hukm dan 
diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih-
lebih negara Indonesia telah menetapkan adanya persaksian di 
depan pengadilan sewaktu suami ikrar talak sebagai wujud ijma' 
dari ahl al-hall wa al-'aqd baik pemerintah maupun ulama 
Indonesia sebagai suatu keharusan sebagaimana kandungan dan 
jiwa dari ayat wa uli al-amr minkum.  
Di samping itu, jika diperhatikan secara mendalam, 
ternyata redaksi wa aqimu al-shahadah lillah pada surat al-
Talaq (65): 2 ada kesamaan redaksi dengan wa aqimu al-salah 
pada surat al-Nisa' (4): 76, wa aqimu al-wazna bi al-qist pada 
surat al-Rahman (55): 9, wa aqimu wujuhakum dan an aqimu al-
din. Lafal-lafal tersebut terdapat kesamaan, yaitu aqimu (fi'il 
amr) yang berasal dari fi'il madi mujarrad dari lafal qama, 
kemudian ditambah hamzah sehingga menjadi aqama. Dengan 
demikian, keberadaan perintah persaksian dalam perceraian 
sama dengan perintah shalat, yang berarti harus memperhatikan 
syarat dan rukun. Jika tidak demikian, keberadaan pelaksanaan 
ikrar talak tidak akan terjadi (sah) sebagaimana pelaksanaan 
shalat. Lafal aqama atau iqamah dalam dunia pesantren diberi 
makna dengan "jumenengaken", yang bermakna bahwa shalat, 
termasuk di dalamnya persaksian dibutuhkan pelengkap atau 
                                                                
25M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Dunia Islam 
Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 5-7. 
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sarana (wasilah), tidak cukup hanya sekadar melakukan sesuatu. 
Lebih-lebih terkait dengan pengucapan ikrar talak yang akan 
berdampak langsung dalam kehidupan keluarga di dunia, 
dibutuhkan kehati-hatian, sehingga talak itu hanya dilakukan 
dalam keadaan darurat dan setelah dilakukan tahapan-
tahapannya.   
Kelompok penulis yang tidak setuju talak di depan atau 
melalui pengadilan dan bahkan mengkritik keras terhadap 
kelompok yang mensyaratkan ikrar talak harus di depan 
pengadilan adalah tidak berdasarkan istinbat atau istidlal, tetapi 
hanya berdasarkan: 
a. Bahwa Rasulullah SAW., para shahabat dan ulama yang 
datang kemudian tidak mengharuskan talak di de```pan 
pengadilan. 
b. Bahwa talak yang dilakukan di depan pengadilan 
merupakan suatu perbuatan yang membuka rahasia atau 
cacat rumah tangga (perjodohan), yang seharusnya ditutup 
rapat-rapat, tidak perlu diketahui orang lain. Padahal salah 
satu etika dalam ajaran Islam adalah menjaga dan melihara  
rahasia atau cacat orang lain. 
c. Tidak ada seorang ulama-pun yang mengharuskan izin 
kepada hakim sewaktu suami akan menceraikan isterinya 
merupakan ijma' sukuti sejak masa shahabat dan ulama 
sesudahnya. 
d. Menjatuhkan talak melalui izin pengadilan tidak akan 
mendapatkan kemaslahatan (keuntungan). 
e. Sebab-sebab yang membolehkan terjadinya perceraian 
adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan kejiwaan, 
yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak 
membutuhkan bantuan pengadilan.  
Jika alasan-alasan yang dikemukan oleh kelompok yang 
menentang pelaksanaan talak di depan pengadilan dikaji secara 
mendalam, maka akan dapat dikemukakan bantahan sebagai 
berikut: 
Talak yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup 
sebenarnya diketahui oleh Rasulullah SAW. walaupun dengan 
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sunnah taqririyah (penetapan). Artinya, Rasulullah SAW. 
mendapatkan pemberitahuan tentang terjadinya talak yang 
dilakukan oleh sebagian shahabat dan ini sebagai tanda 
persaksian talak walaupun dengan teori wawu 'ataf li al-tartib, 
bukan li al-ma'iyah (bersamaan). Hal ini sebagaimana pendapat 
ulama yang mewajibkan ada saksi, setelah terjadi ikrar talak, 
yang dalam hal ini Rasulullah SAW berfungsi sebagai penguasa 
(hakim) dalam pengertian luas, sekaligus sebagai qadi yang 
bertugas sebagai yudikatif. Tipe pelaksanaan talak seperti ini 
hampir sama dengan pelaksanaan talak di Indonesia sebelum 
lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, di mana persaksian  talak dilaksanakan 
bersamaan dengan pengucapan ikrar talak, yang berarti 
menggunakan wawu al-'atf li al-ma'iyah (bersamaan).   
Jika mereka beralasan talak yang dilakukan di depan 
pengadilan itu membuka rahasia rumah tangga (perjodohan) 
antara suami isteri yang seharusnya ditutup dengan rapat-rapat 
sehingga orang lain tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yang 
terjadi di dalamnya, maka hal ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Secara umum (deduktif), berdasarkan normwissenschaft, 
membuka 'ayb  (cacat) itu dilarang oleh ajaran Islam 
sebagaimana termaktub dalam hadis "man satar musliman 
satarah Allah fi al-dunya wa al-akhirah" (barang siapa yang 
menutupi cacat orang lain, Allah akan menutupi cacatnya di 
dunia dan akhirat.26 
                                                                
26Hadis ini menunjukkan (dalalah) umum, yang tidak dapat digunakan secara 
menyeluruh berdasarkan kaidah usul al-fiqh pada lafal 'am, yaitu al-'amal bi 
al-'am qabl al-bahth 'an al-mukhassis la yajuz (tidak boleh menggunakan 
lafal 'am sebelum ditakhsis lebih dahulu) atau ma min 'am illa wa qad hussisa 
(tidak ada penggunaan lafal 'am, kecuali ditakhsis). Oleh karena itu, alasan 
yang dikemukan oleh penentang talak di depan pengadilan adalah tidak tepat. 
Secara lengkap hadith tersebut berbunyi: 
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   Jika dalam penyelesaian talak ini tidak membuka 'ayb 
(cacat) di hadapan hakim, hakim tidak dapat memutuskan 
perkara dengan baik, lebih-lebih sebelum dilakukan keputusan 
dilakukan mediasi melalui mediator dari keluarga dan mediator 
yang bersetifikat. Untuk itu, jika ada perintah perdamaian (fa 
aslihu), maka diperlukan sesuatu yang menjadi sarananya (al-
wasail fi hukm al-maqasid). Dalam hal ini, membuka rahasia 
atau 'ayb (cacat) merupakan sarana untuk menyelesaikan perkara 
(talak), sebagimana dokter tidak akan dapat mengobati penyakit 
yang diderita pasiennya, tanpa melalui pemberitahuan sakitnya 
dengan secara benar dan jujur. Dalam hal ini, Indonesia sebagai 
negara hukum yang berdasarkan Pancasila telah membuat aturan 
dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan melalui sidang 
tertutup sewaktu memeriksa, sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 68 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. Pasal tersebut menyatakan, pemeriksaan permohonan 
cerai talak dalam sidang tertutup. Jika tidak demikian, maka 
talak menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, 
pemeriksaan secara tertutup merupakan ciri khas dalam 
perceraian, sehingga tidak dilihat oleh orang banyak, kecuali 
hakim dan mediator yang sedang melaksanakan tugas.   
Keharusan persaksian talak di depan pengadilan 
merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka 
perceraian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan 
                                                                                                                                          
ن  َيا ُكَربِ  ِمن   ر بَة  كُ  ُمؤ ِمن  َعن   نَ فَّسَ  َمن   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  َقالَ  ُهرَي  َرةَ  َأِب  َعن    ِمن   ُكر بَة   َعن هُ  اللَّهُ  نَ فَّسَ  الدُّ
ن  َيا ِف  َعَلي هِ  اللَّهُ  َيسَّرَ  ُمع ِسر   َعَلى َيسَّرَ  َوَمن   ال ِقَياَمةِ  يَ و مِ  ُكَربِ  ِخرَةِ  الدُّ ِلم ا َستَ رَ  َوَمن   َواْل  ن  َيا ِف  اللَّهُ  َست َرَهُ  ُمس  ِخَرةِ  الدُّ  ِف  َواللَّهُ  َواْل 
 َأِخيهِ  َعو نِ  ِف  ال َعب دُ  َكانَ  َما ال َعب دِ  َعو نِ 
Artinya : 
"Dari Abu Hurayrah, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa 
menghilangkan kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, Allah akan 
menghilangkan ia dari kesusahan-kesusahan akhirat; dan barangsiapa 
memberikan kemudahan terhadap orang yang mendapat kesulitan, Allah 
akan memberikan kemudahan kepadanya di  dunia dan akhirat; dan 
barangsiapa menutup cela (cacat) orang Islam, Allah akan menutup celanya 
di dunia dan alhirat; Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama 
hambaNya suka menolong saudaranya. Muslim, Sahih Muslim, vol. 2 (Mesir: 
Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Sharkah, t.th), 473. 
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perceraian akan mengukur baik dan buruknya. Bahkan, suami 
yang sudah niat menceraikan isterinya terkadang membatalkan 
niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator 
maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya 
diputuskan. Keadaan ini berbeda jika hak talak ini tidak 
melibatkan pihak pengadilan, maka suami dengan seenaknya 
dapat menjatuhkan talak kepada isterinya, kapan saja dan di 
mana saja. Bahkan, dalam prakteknya di Indonesia, talak yang 
demikian (talak liar) ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang 
awam, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang dianggap tokoh 
nasional, seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), sebagaimana 
diberitakan dalam Jawa Pos, tanggal 1 Januari 2011. Hal ini 
tidak sesuai dengan prinsip talak dalam Islam, yang menyatakan 
bahwa talak merupakan yang halal yang sangat dibenci Allah. 
Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa talak 
melalui izin pengadilan tidak mendatangkan kemaslahatan atau 
hanya berupa kemaslahatan wahmiyah adalah tidak tepat, karena 
keberadaan iqamat al-shahadah fi al-talaq pada lafal wa aqimu 
al-shahadata li Allah, yang oleh mufassir seperti Fayruzabadi 
(Tanwir al-Miqbas) dan al-Nawawi al-Bantani (Tafsir Marah 
Labid) dan 'Ali al-Sayis (Tafsir Ayat al-Ahkam), dilakukan di 
hadapan hakim (pengadilan) adalah dijelaskan mengenai alasan 
hukumnya ('illat al-hukmi) pada kelanjutan ayat berikutnya 
(dhalikum yu'azu bihi man kana yu'minu bi Allah….). 
Tidak adanya ulama yang mengharuskan izin dari hakim 
jika suami akan menceraikan isterinya merupakan ijma' sukuti 
sejak masa shahabat dan ulama sesudahnya merupakan alasan 
yang kurang tepat jika dihadapkan dengan hukum Indonesia 
yang mengharuskannya. Hal ini didasarkan, bahwa hukum 
Indonesia yang mengharuskan ada izin dari pengadilan 
merupakan produk legislatif yang bersifat mengikat. Sementara 
itu, sumber hukum materiilnya diambil dari Alqur'an dan hadis 
serta hasil ijtihad ulama, lebih-lebih diperkuat dengan Kompilasi 
Hukum Islam yang merupakan ijma' ulama Indonesia, baik 
melalui metode takhyir maupun talfiq. Oleh karena itu, ijma' 
ulama Indonesia yang merupakan ijma' qawli mempunyai 
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kedudukan yang kuat, apalagi menjadi hukum positip dan/atau 
hukum yang hidup di masyarakat (living law). 
Jika saja perceraian itu merupakan  sesuatu yang terkait 
dengan urusan kejiwaan (al-umur al-nafsiyah) seperti suami 
sudah tidak mencintai isterinya, sehingga tidak perlu lewat 
pengadilan, maka pernyataan ini tidak tepat dijadikan alasan, 
karena suami akan sewenang-wenang dalam menceraikan 
isterinya. Penyebab perceraian yang berupa urusan kejiwaan 
akan lebih tepat jika melalui pengadilan, sebab sewaktu suami 
mengajukan permohonan  perceraian ke pengadilan agama, dia 
tidak langsung mengucapkan ikrar talak. Akan tetapi, 
diharuskan melalui proses perdamaian (mediasi) terlebih dahulu, 
dengan mediator yang sudah disiapkan, lebih-lebih mediator 
yang bersertifikat dan berlatar belakang pendidikan ilmu jiwa. 
Dengan melalui mediator ini akan terungkap penyebab 
perceraian atau percekcokan yang terjadi antara suami isteri, 
sehingga dia dapat mengembalikan keduanya pada posisi yang 
semula. Sementara itu, jika mediator tidak dapat merukunkan 
kembali antara keduanya, dia mengambil sikap untuk memilih 
perceraian, tetapi perceraian yang ihsan dan ma'ruf , yang 
akhirnya sesuai dengan firman Allah, wa in yatafarraqa yughni 
Allahu kullan min sangatih. 
Jika tahkim dalam menyelesaikan shiqaq antara suami 
isteri tidak membutuhkan izin pengadilan, sebenarnya tidak 
salah sebagaimana pendapat kebanyak para mufassir. Akan 
tetapi, keadaan ini harus dipahami bahwa pemerintah belum 
mengadakan lembaga atau perangkat yang khusus mengatur 
dengan tahkim antara suami isteri. Sementara itu, jika sudah ada 
lembaga tahkim yang dibuat oleh pemerintah, maka akan lebih 
baik, karena para petugasnya telah dipersiapkan untuk 
menangani hal tersebut dan pengaruhnya akan lebih meyakinkan 
terhadap suami isteri yang akan bercerai. Hal ini sebenarnya 
dapat dipahami dari pendapat para mufassir, yang memahami 
mukhatab jama' pada lafal wa in khiftum shiqaqa baynihima 
fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha  pada 
surat al-Nisa' (4): 35 dengan hakim atau qadi. 
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Perpaduan pemahaman lafal wa ashhidu dan wa aqimu al-
shahadah merupakan dasar ikrar talak harus diucapkan di depan 
pengadilan agama dengan menggunakan metode literar, yang 
mengharuskan adanya persaksian (amr li al-wujub) dan 
dibarengkan dengan pengucapan ikrar talak (wawu 'ataf li al-
ma'iyah), sekaligus adanya keharusan unsur kesengajaan 
sebagaimana tertuang dalam makna lafal idha tallaqtum al-nisa', 
yaitu idha aradtum al-talaq (jika kamu berkehendak 
menjatuhkan talak). Oleh karena itu, pengucapan ikrar talak 
seorang suami kepada isterinya di luar ketentuan tersebut tidak 
dibenarkan walaupun sesuai dengan pendapat para ulama 
mazhab, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Alqur'an dan hadis. Bahkan, jika hal ini dilakukan, maka 
akan dapat membawa keberadaan seorang perempuan seperti 
barang sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah, sebelum datang 
agama Islam. Kejadian seperti ini jangan terjadi lagi setelah 
Nabi Muhammad SAW. diutus di muka bumi dengan membawa 
rahmah li 'alamin.  
Ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama akan mengandung beberapa hikmah atau 
kegunaan sebagai berikut: 
a. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan 
pelestariannya, bahkan perkawinan yang kurang 
dikehendaki kedua belah pihak pun tetap menjadi 
perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci 
perceraian. Karena itu, pengadilan merupakan salah satu 
alat untuk mencapai tujuan tersebut. 
b. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi 
orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak 
sesuai dengan Shari'at Islam. 
c. Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap 
tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran 
Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami 
disuruh lebih dahulu oleh  pengadilan untuk 
menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan 
menyelematkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran. 
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Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus 
mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga 
daripada diri sendiri secara individu. 
d. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak 
talak tidak menyimpang dari ajaran shari'at, sehingga hak 
talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat 
ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan 
dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan 
perkawinan sebaliknya. 
e. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup 
para isteri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat 
mudah, maka mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam 
keadaan kekhawatiran; jangan-jangan nanti suami akan 
menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan 
alasan yang sangat sepele atau kesalahan mutlak suami 
seperti judi dan minum-minuman keras dan sejenisnya. 
f. Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru 
damai (mediator) yang diperintah shari'ah, yang berusaha 
menetralisir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari 
jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan 
perkawinan atau sebaliknya (perceraian). 
g. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan 
pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara (i'tibar), 
yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-
akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus 
sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus 
percerian. 
h. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab 
munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan 
kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui 
sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini 
pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk 
memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Di 
samping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana 
utama untuk mendidik dan membina peningkatan 
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kesejahteraan kaum ibu dan mengadakan pembinaan agar 
kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya. 
i. Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-
masing pihak sebagai akibat dari percerian (talak), seperti 
jaminan ganti rugi dalam talak atau mut'ah.27 
                                                                
27al-Tahir al-Haddad, Wanita dalam Syari'at dan Masayarakat, terjemahan 
M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 99-101. Apa yang dikatakan 
al-Haddad merupakan bentuk nyata bahwa talak di depan pengadilan ini 
merupakan maslahah mursalah yang bersifat haqiqiyah (nyata), yang dapat 
diwujudkan dengan diterapkannya langkah-langkah yang harus dilakukan 
suami sebelum menjatuhkan talak, termasuk di dalamnya ada juru damai 
(mediator) apalagi yang sudah bersertifikat, lebih-lebih sewaktu suami 
menjatuhkan ikrar talak dilakukan di hadapan saksi-saksi, yang secara riil 
berasal dari hakim-hakim yang sedang menangani perkara cerai talak. Secara 
administratif, mereka telah memenuhi unsur persaksian, yaitu sifat adil, 
sebagaimana yang termaktub dalam mantuq (arti leterar) dari lafal wa 
ashhidu dhaway 'adl minkum, al-Talaq (65): 2. Dengan demikian, apa yang 
dikatakan Abd Wahhab Khallaf tentang al-talaq bi yad al-qadi sebagai 
maslahah wahmiyah, bukan haqiqiyah tidak sesuai dengan apa yang terjadi 
di pengadilan. Bahkan, di pengadilan akan terselesaikan masalah hitungan 
masa tunggu ('iddah), mut'ah, nafkah dalam masa tunggu, hak hadanah 
(pemeliharaan anak) dan pendidikannya, termasuk juga hal-hal yang terkait 
dengan harta bersama atau gono gini. Dengan demikian, kewajiban yang 
termaktub dalam  bentuk amar (perintah) aw fariquhun bi ma'ruf dalam surat 
al-Talaq (65): 2; aw tasrih bi ihsan dalam al-Baqarah (2): 229; aw 
sarrihuhunn bi ma'ruf dalam surat al-Baqarah (2) 231; wa sarrihuhunn 
saraha jamila  dalam surat al-Ahzab (32) harus diterapkan dengan baik. al-
Sabuni menyatakan, sarah jamila dilakukan bersifat lemah lembut terhadap 
mutallaqah dalam ucapan, tidak menyakitinya, tidak menghalang-halangi 
hak-haknya dan selalu melakukan kebaikan kepadanya. al-Sabuni, Rawa'i al-
Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 
286. Penerapan (tatbiq) perintah yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut tidak 
akan dapat diterapkan, tanpa melalui keikutsertaan pemerintah (pengadilan), 
hak-hak perempuan yang telah diceraikan akan terabaikan, bahkan terkadang 
mantan isteri terjun di dunia remang-remang. Oleh karena, tidak semata 
mencari hukum dengan dark al-ahkam (penemuan hukum), tetapi sangat 
dibutuhkan ijtihad dengan tatbiq al-ahkam (penerapan hukum), yang salah 
satunya adalah ikrar talak harus diucapkan di depan pengadilan. Lebih dari 
itu, ternyata Alqur'an mengggunakan qayd dalam perceraian ini dengan lafal 
ma'ruf dan ihsan yang berarti perceraian itu harus memperhatikan nilai-nilai 
yang ada pada adat kebiasaan, sekaligus suami harus aktif dalam berlaku baik 
kepada mantan isterinya, lebih-lebih yang sudah dikaruniai  keturunan. 
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Pelaksaan ikrar talak, yang telah ditentukan pemerintah 
melalui undang-undang merupakan sesuatu yang seharusnya 
ditaati oleh umat Islam Indonesia, karena sangat sesuai dengan 
maqasid al-shari'ah dalam memelihara keturunan dan harta 
benda. Peraturan tersebut sangat tepat untuk menghilangkan 
perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam sebagaimana 
diketemukan dalam kitab-kitab fiqh, seperti apakah harus ada 
niat dan ada saksi sewaktu menjatuhkan talak. Untuk itu, demi 
kepastian dan kesatuan hukum, pemerintah telah menempuh 
jalan ijtihad insha'i dan intiqa'i (versi Yusuf Qardawi) dalam 
menentukan jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada 
isterinya. Masalah talak tidak tergolong ibadah, tetapi 
mu'amalah (hubungan manusia dengan manusia), sehingga 
peran ijtihad melalui akal sangat luas sekali dan terbuka dalam 
upaya mencari kemaslahatan umat manusia yang merupakan 
tujuan ditetapkannya suatu hukum.    
Kemaslahatan yang diperoleh ikrar talak di depan 
pengadilan ini dapat juga didekati melalui teori utilitarianisme 
dari Jeremy Bentham (individual utilitarianisme), John Stuart 
                                                                                                                                          
Pengaturan ikrar talak melalui pengadilan tersebut sejalan dengan tugas 
pemerintah, yaitu mendatangkan kemaslahan atau manfaat yang sebesar-
besarnya bagi rakyatnya (tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-
maslahah). al-Sabuni menyatakan, pada umunya lafal tasrih dikaitkan 
dengan tempat pelepasan binatang untuk mencari makan (masrah). Ibid. Dari 
pengertian ini, jika seorang perempuan sebelum nikah, dia bebas mencari 
makan demi pemenuhan kebutuhannya sendiri, maka setelah diceraikan 
suaminya, dia harus dapat hidup sebagaimana keadaan semula. Untuk itu, 
hal-hal yang terkait dengan kehidupan isteri yang diceraikan suaminya harus 
diberikan oleh mantan suami berupa nafkah, mut'ah dan harta bersama (gono 
gini), sehingga mantan isteri dapat hidup mandiri sebagaimana hewan yang 
hidup bebas di alam yang penuh rumput, setelah dia dalam genggaman suami 
(mutalliq). Karena itu, sangat wajar jika lafal yang keluar dari masdar lafal 
al-talaq banyak terdapat dalam surat al-Baqarah (2), yang menunjukkan ada 
kesesuaian dengan masalah talaq, terutama terkait dengan keberadaan 
mutallaqah, yang harus diperhatikan ekonominya sebagaimana sapi yang 
harus diberi makan rumput atau dicarikan tempat yang berumput, sehingga 
dapat hidup. 
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Mill dan Rudolf von Jhering (social utilitarianisme).28 Undang-
undang harus memberikan kebahagiaan atau manfaat, baik 
kepada individu (mutallaqah) dan masyarakat (keluarga 
mutallaqah), termasuk juga lingkungan masyarakat yang 
didiami mutallaqah. Oleh karena itu, teori ini sebenarnya tidak 
berbeda dengan teori maslahah atau istislahi dalam Usul al-
Fiqh, bahkan al-Ghazali memberlakukan terori istislahi tidak 
harus pada tingkatan daruri, tetapi diberlakukan pada sesuatu 
yang dipersamakan dengan daruri (ma yajri majra al-darurat). 
Bahkan, al-Tufi tidak membedakan antara maslahah daruriyah, 
hajiyah dan tahsiniyah.29 
Adanya keharusan ikrar di depan pengadilan bersifat 
ijtihad, yang dilakukan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 
institusi legislatif, yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah 
(eksekutif) dan selanjutnya diterapkan di pengadilan (yudikatif) 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara 
satu dengan lainnya. Alqur'an dalam surat al-Nisa' (4): 59 telah 
memerintah umat Islam untuk mentaati Uli al-Amr (pemerintah) 
selama tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis. Islam 
menyatakan, uli al-amr tidak mempunyai hak mutlak dalam 
pembentukan hukum, tetapi hanya terbatas pada dua hal, yaitu 
tashri' tanfidh dan tashri' tanzim. Tanshri' tanfidh dimaksudkan 
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
nas shari'ah islamiyah, bersifat pelaksana atau sebagai corong 
dalam melaksanakan hukum. Sementara itu, tashri' tandhim 
mengarah pada pengaturan masyarakat dan menjaganya atas 
                                                                
28Lili Rasjidi, Filsafat Hukum (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985), 24. 
Bentam menyatakan manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan 
dan mengurangi penderitaan. Begitu juga, Rudolf von Jhering menyatakan, 
hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya; 
hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya 
sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya; hukum 
juga merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-
perubahan sosial. Kemudian teori Jhering dikembangkan oleh para sarjana 
sosiologi hukum Amerika, seperti Roscoe Pound. Soerjono Soekanto, Pokok-
Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 35-36 
29Husayn Hamid Hassan, Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami (Kairo: 
Dar al-Nahdah al-''Arabiyah, 1971),  449 dan 532. 
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dasar prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal (asas 
mabadi' al-sahari'ah al-'ammah). Tashri' model ini dilakukan 
sewaktu tidak ada nas shara' yang secara khusus mengaturnya.30 
Jika pemerintah (uli amr) telah menetapkan undang-
undang yang mengatur pelaksanaan ikrar talak harus di depan 
pengadilan, sebenarnya merupakan aplikasi dari surat al-Talaq 
(65): 1-2, terkait dengan waktu dan tempat pengucapan ikrar 
talak yang merupakan petunjuk dari perintah pada persaksian 
dalam lafal wa ashhidu dhaway 'adl minkum dan penentuan 
ma'mul yang tidak disebutkan dalam wa aqimu al-shahadah li 
Allah, yang kemudian dilakukan istinbat al-hukm dengan 
menggunakan kaidah lafal 'am  (versi Shafi'yah) dan kaidah 
takhsis bi al-'urf al-'amali (versi Hanafiyah), termasuk teori 
maslahah Malik, istislah al-Ghazali dan maslahah al-Tufi. 
Dengan demikian, metode istinbat dan istidlal diterapkan dalam 
penentuan keharusan ikrar talak diucapkan di depan sidang 
pengadilan. 
Berdasarkan pernyataan di atas, pengaturan tentang 
pelaksanakan ikrar talak di depan pengadilan mengikat pada 
umat Islam di Indonesia, yang berarti harus diterima dengan 
baik dan dilaksanakan dengan konsisten dengan 
mengenyampingkan teori pengucapan ikrar talak sebagaimana 
yang terdapat dalam kitab fiqh. Hal ini, karena aturan ikrar talak 
yang ada di Indonesia juga merupakan fiqh Indonesia, sama-
sama  fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena 
kedua fiqh tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh 
Indonesia melalui ijtihad jama'i (kolektif) yang dipandang lebih 
baik daripada ijtihad fard (individu). Dalam hal ini, sekaligus 
pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006, lebih-lebih Kompilasi Hukum Islam telah 
menggunakan kaidah fiqh "hukm al-hakim fi al-masa'il al-
ijtihadiyah yarfa' al-khilaf  (keputusan pemerintah dalam 
                                                                
30'Abd al-Qadir 'Awdah, al-Tashri' al-Jinai' al-Islami, vol. 1 (Beirut: Dar a-
Katib al-'Arabi, t.th), 232-233. 
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masalah-maslah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan 
pendapat). Perbedaan pendapat ulama tersebut terkait dengan 
harus atau tidaknya pengucapan ikrar talak di depan pengadilan. 
Keadaan ini tetap berlangsung hingga saat ini, sehingga 
diperlukan pemecahannya melalui pendekataan ilmu yang biasa 
digunakan oleh ulama-ulama pesantren, terutama ilmu usul al-
fiqh yang menggunakan kaidah lughawiyah (kebahasaan) dan 
tashri'iyah (yang menekankan pada maslahah) serta 
pendekataan lain (teori utilitarianisme) sebagai pendukung. 
Pelaksanaan ikrar talak (sebagai tabi') harus dilakukan di 
depan sidang pengadilan dapat dikembangkan dalam nikah 
sebagai matbu' (yang diikuti) melalui pendekataan kaidah 
kebahasaan, berupa mafhum muwafaqah (Shafi'iyah) atau 
dalalat al-nas (Hanafiyah), yang jika digunakan kaidah fiqh 
akan berbunyi al-matbu' (al-nikah) tabi' li al-tabi' (al-talaq), 
bukan al-tabi' (al-talaq) tabi' li al-matbu' (al-nikah). Hal ini  
menunjukkan, nikah harus mengikuti aturan talak, harus ada 
saksi dan melalui pemerintah. Antara keduanya terdapat 
kesamaan, yaitu memelihara nasab yang obyeknya adalah bud'u 
(kemaluan). Artinya, nikah sirri (tanpa sepengetahuan P2N 
dan/atau P3N sebagai pemerintah) dianggap tidak sesuai nilai-
nilai Alqur'an walaupun dianggap sah oleh kebanyakan ulama, 
bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih 
mengganggap sah (Pasal 2 ayat 1). Dalam pasal tersebut 
dinyatakan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Kemudian Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, 
Tipa-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini tidak dapat terlepas dari sejarah 
dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang penuh 
dengan kontroversi, karena  sebagian rancangan undang-undang 
tersebut ada yang dianggap tidak sesuai dengan shari'at Islam, 
padahal yang dimaksud dengan shari'at Islam di sini adalah fiqh 
sebagaimana dalam kitab kuning. Sangat disayangkan sekali, 
jika dalam pernikahan harus ada saksi, sedangkan pada talak 
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tidak ada saksi, pada hal dalam kenyataannya, biaya pernikahan 
sangat besar sekali, terutama pelaksanaan walimah al-'urshi. 
Penutup 
Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa hal 
yang digarisbawahi, diantaranya: 
1. Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana 
berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat 
al-Nisa’ (4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf 
wawu ataf pada dalalat al-tartib (menunjukkan berurutan), 
bukan li mutlaq al-jam’i atau li al-maiyyah  (bersama-sama). 
Oleh karena itu, suami tidak boleh langsung mengunacapkan 
kata-kata kepada isterinya “anti taliq”, harus ada alasan dan 
tahapan-tahapan yang dilalui dalam perceraian. 
2. Putusan Mahkamah Nomor 59 K/Ag/1981 (sumber hukum 
formil) yang mengharuskan ada saksi dalam pengucapan 
ikrar talak  adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal wa 
ashhidu dhaway adl dengan menempatkan kaidah pokok 
amar (perintah) pada wajib dan menggunakan marji (tempat 
kebali) bukan kepada lafal aw fariquhun, tetapi dikemalikan 
lafal fatalliquhun. Dalam hal wa ataf disamaka dengan 
kaidah syarat, sehingga berlaku syarat/ataf kembali kepada 
seluruh jumlah, tidak hanya pada jumlah (kalimat) yang 
terakhir. 
3. Pelaksanaan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan agama adalah sesuai dengan penerapan kaidah 
tafsir/usul a-fiqh pada kaidah ‘am, yaitu hadhf al-ma’mul 
yufid al-umum (membuang ma’mul, yang berupa obyek 
maf’ul, dharaf atau keterangan adalah menunjukkan umum) 
dengan melalukan takhrij al-ma’mul (inventarisasi), tanqih 
al-ma’mul (seleksi) pada lafal wa aqimu al-shahadah li 
Allah. Artinya, ma’mul yang dibuang pada lafal tersebut 
berupa lafal “amam al-qadi”, sebagaimana Fyruzabadi 
(Tanwir al-Miqbas), al-Samarqandi (Bahr al-Ulum dan al-
Nawawi Banten (Tafsir al-Munir), ‘Ali al-Sayis (Tafsir Ayat 
al-Ahkam, Sayyid Tantawi (al-Tafsir al-Wasit), dan Wahbah 
al-Zuhayli (Tafsir al-Munir).  
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Dengan demikian, pengucapan ikrar talak di depan sidang 
Pengadilan Agama adalah sesuai dengan tafsir ahkam atau fiqh 
(hukum Islam) dengan menggunakan kaidah tafsir atau kaidah 
usul al-fiqh. 
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